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ABSTRAK 
 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah 
pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia 
dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus 
berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan 
menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa 
seizinnya. Dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI, 
maka MUI mengeluarkan fatwanya sebagai lembaga yang berfungsi untuk 
memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam.  Adapun permasalahan 
yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana metode istinbāt} yang 
digunakan oleh MUI dalam keputusan Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 
tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu 
penelitian terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 
Sumber primer yang penulis gunakan adalah  Fatwa MUI No 1/MUNAS 
VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, al-Qur‟an dan 
Hadis. Sedangkan sumber sekundernya berupa kitab al-Fiqh al-Islami> Wa Adilatuhu, 
buku usul fiqh, kaidah-kaidah fikih karangan A. Djazuli dan buku-buku yang 
berkaitan dengan HKI. Data hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut kemudian 
di analisis dengan metode content analysys. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan 
yakni MUI dalam mengistinbāt}kan hukum mengenai perlindungan HKI secara umum 
menggunakan Metode istinbāṭ bayānī yaitu metode yang dirumuskan oleh para ahli 
bahasa dan kemudian diadopsi oleh para ulama untuk melakukan pemahaman 
terhadap makna lafaz} sebagai hasil analisis induktif dari tradisi kebahasaan Arab 
sendiri. Yang mana metode tersebut merujuk pada pendapat para ulama dengan 
pendekatan qauli yakni metode penetapan hukum Islam dengan cara merujuk 
pendapat-pendapat (aqwal) para ulama terdahulu. Dan merujuk pada teks al-Qur‟an 
dan hadis tentang larangan-larangan memakan harta orang lain secara bat}il. Dan juga 
beradasarkan kepada metode istinbāṭ istiṣlāhī, yaitu  metode penetapan hukum yang 
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat 
dalam rangka perlindungan terhadap akal (h}ifz} al-‘aql) dan perlindungan terhadap 
harta (h}ifz} al-ma>l).  Dengan demikian HKI mendapatkan perlindungan karena 
termasuk salah satu dari lima tujuan hukum syari’ah. 
 
Kata kunci: Metode Istinbāt,} Fatwa MUI, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 
beberapa penyesuaian menjadi berikut : 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba῾ B Be 
خ Ta῾ T Te 
ث śa Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ khaʹ Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ز Ra῾ R Er 
ش Za Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …. „…. koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa῾ F Ef 
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ق Qaf Q Qi 
ن Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Waw W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
1) Vokal Tunggal (Monoftong) 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat 
yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  
 
Fatḥah A A 
 
  
Kasrah I I 
و Ḍammah U U 
 
Contoh :  
َََةتَك – Kataba   َةَهََْرٌ – yazhabu  
َََمَعف – Fa’ala  ََمِع س – su'ila 
2) Vokal Rangkap (Diftong) 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
x 
 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
-َْيَ َ  Fatḥah dan ya Ai a dan i 
-َْوَ َ  Fatḥah dan Wawu Au a dan u 
 
Contoh : 
ََِفٍَك – Kaifa    
لْىَه – Haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
-اَ َ  Fatḥah dan Alif Ā a dan garis di atas 
-يَ َِ  Kasrah dan Ya Ī i dan garis di atas 
-وَ  َ  Ḍammah dan Wawu Ū u dan garis di atas 
 
Contoh : 
ََلَال – qōla  ََمٍْ ِل – qīla  
ىَمَز – ramā  َلْى َمٌ – yaqūlu 
4. Ta Marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṯah ada dua : 
1) Ta marbūṭah hidup 
 
 
xi 
 
 Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat fatḥah, kasrah dan 
 dammah transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbūṭah mati 
  Ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan ḥarakat sukun, transliterasinya 
 adalah /h/. 
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
لافطَلااَحضوز Rauḍah al-aṭfāl 
جزّىىمناَحىٌدمنا Al-Madīnah al-Munawwarah 
 
5. Syaddah (Tasydīd) 
  Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah itu. 
 Contoh : 
َاىَّتَز – rabbana  ََل ََّصو – nazzala  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 
َلا , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
 
 
xii 
 
yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf 
qomariyyah.  
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang diikuti 
oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 
/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang itu.  
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung 
atau hubung. 
Contoh : 
ضاٍمنا – al- iyās  ءامسنا – as- amā’ 
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di 
awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.  
Contoh : 
Hamzah di awal مكَا Ditulis akala 
Hamzah di tengah نورخأت Ditulis ta’khużuna 
Hamzah di akhir ءىىنا Ditulis an-nau’u 
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8. Penulisan kata 
  Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka 
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah 
perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini 
dengan perkata. 
 Contoh :  
 هٍلشاسناَسٍحَىهنَاللهَناو  : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 
ناصٍمناوَمٍكناَاىفواف  : fa aufū al-kaila wa al mīzan 
 
9. Huruf Kapital  
  Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi 
huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. 
 Contoh : 
 لىسزلااَمحمدامو   :  a mā Muḥammadun illā rasūl 
 هٍثمناَكفلااتَيازَدمنو  : wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum Islam dan syari‟at Islam mengatur semua aspek kehidupan, etika, 
dan sosial. Agama Islam memiliki beberapa sumber hukum yang utama dalam 
Islam yakni al-Qur‟an, hadist, ijma‟, qiyas dan ijtihad.  
Dalam ushul fiqh dijelaskan adanya hukum taklifī, yaitu tuntutan Allah 
yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan 
suatu perbuatan.
1
 Dengan adanya hukum taklifī dalam agama Islam, maka umat 
manusia dapat mengambil suatu keputusan antara yang haram, wajib, sunah, 
makruh, dan mubah dalam suatu perbuatan. 
Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan, budaya, politik dan ekonomi 
akhir-akhir ini telah menyeluruh aspek kehidupan. Hukum Islam mengatur 
kehidupan manusia secara menyeluruh, mencangkup segala aspeknya yakni 
aspek dalam hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan 
hubungan dengan manusia diatur dalam bidang muammalah.2 Salah satu di antara 
ajaran Islam kepada umatnya dalam bermuammalah ialah tentang hak milik.  
Hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau 
pada keduanya, yang diakui oleh syara‟. 3  Milik adalah penguasaan terhadap 
sesuatu, yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan 
                                                             
1
Nasroen Haroen, Ushu>l Fiqh 1(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 210. 
2
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: 
UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2012), hlm. 6-7. 
3
  Ibid., hlm. 19. 
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terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati  manfaatnya apabila 
tidak menghalangi syara‟nya.4   
Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif. Hak 
kekayaan intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik dan 
perspektif  hukum. Dari aspek ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa Hak 
Kekayaan Intelektual adalah objek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam 
proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia. Dari aspek politik, Hak 
Kekayaan Intelektual menjadi instrumen negara-negara maju untuk 
“memengaruhi” negara-negara berkembang. 5  Studi tentang Hak Kekayaan 
Intelektual meliputi banyak hal, mulai tentang hak cipta, hak paten, merk, desain 
industri, integrated circuits sampai pada varietas tanaman. 
Dari beberapa studi di atas bahwa HKI tersebut memberikan perlindungan 
terhadap Hak Kekayaan intelektual khususnya di bidang Hak Cipta. Di mana Hak 
cipta tersebut wajib dilindungi yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual. 
Pemegang  Hak Cipta dapat mengusai hak cipta sebagai hak milik.
6
 
Salah satu wujud karya seseorang adalah kegiatan menciptakan, 
menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian dan alat 
bantu tertentu, sehingga terjadi produk baru. Oleh karena itu, hasil karya si 
pencipta atau penemu, kita dikenal berbagai prestasi yang dituangkan dalam 
berbagai hasil produk ilmu, seni dan teknologi. Untuk itu yang telah 
mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, wajar yang bersangkutan 
memperoleh apa-apa yang telah dikeluarkannya untuk menghasilkan sesuatu dan 
dapat menikmati hasil dan keuntungan dari karya-karyanya. 
                                                             
4
  Ibid., hlm. 45. 
5
 Saidin,  Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: 
PT Raja Grafindi Persada, 1997), hlm. 1. 
6
  Ibid.,  hlm.27. 
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Hak cipta adalah “Suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas 
sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap 
setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku”.7  
Pengertian hak cipta, menurut ketentuan Auteurswet 1912 dapat dilihat 
dalam Pasal 1 yang menyebutkan pengertian hak cipta adalah: “Hak tunggal dari 
pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam 
lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan 
memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh 
Undang-undang.
8
  Hak Cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri atas hak moral 
dan hak ekonomi.
9
  
Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic right) dan hak moral 
(moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi 
atas Ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral adalah hak yang melekat 
pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa 
alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait teah dialihkan.
10
 
Dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/15/2005 tentang Perlindungan 
Hak Kekayaan Intelektual, yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual 
adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu 
produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI 
                                                             
7
 Yustisia. 2015. “Konsep Pelindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual ( tudi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bnetuk VCD dan DVd)”, 
Jurnal Vol.4 No.3. https://www.google.co.id/url?q=https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/ download.  
Diakses 27 April 2018. 
8
  Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 35. 
9
  Ibid., hlm. 222. 
10
 Ibid., hlm. 170. 
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adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas 
intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya 
untuk  mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. 
Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara 
memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai 
Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa 
persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut 
dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah 
setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna 
kepentingan masyarakat secara luas.
11
 
Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi 
pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak 
tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak ekslusif yang diberikan oleh hukum 
merupakan reward  yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI. Melalui 
reward tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah 
kemampuan  intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan 
manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut 
terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan 
menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut 
tanpa ijin.
12
 
                                                             
11
 Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual. 
Http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/FatwaMUI.pdf. Diakses pada tanggal 23 April 
2018. 
12
 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebuah Kajian Kontemporer 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2. 
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Terkait dengan HKI tersebut, MUI telah mengeluarkan fatwanya yang 
tertuang dalam putusan fatwa MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan 
ketentuan hukum sebagai berikut:
13
 
1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huqūq māliyyah (hak 
kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). 
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud 
angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-mā’qud’alaih), baik akad mu’a aḍah 
(pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (nonkomersial), serta dapat 
diwaqafkan dan diwariskan. 
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI milik orang lain secara tanpa hak 
merupakan kezaliman dan hukumnya haram. 
Poin-poin putusan fatwa MUI sebagaimana tersebut di atas, adalah 
didasarkan pada pertimbangan dasar-dasar hukum Al-Qur‟an, Hadis, Ijma’, 
Qiyas dan  a a’id Fiqhiyah. Seperti dalam Q.S. An-Nisa: 29, Q.S. Al-Baqarah: 
188, Q.S. As-Syu‟ara: 183, Q.S. Al-Baqarah: 279 dan Hadis-hadis yang 
berkenaan dengan harta kekayaan. 
Secara spintas, pemakaian dasar-dasar hukum yang dijadikan landasan 
oleh MUI dalam menetapkan fatwa belum terperinci dan belum fokus pada 
masing-masing poin fatwa sebagaimana tersebut di atas. 
Oleh karena itu, penulis ingin meneliti bagaimana Metode Istinbāṭ Fatwa 
MUI No 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI). 
 
 
                                                             
13
 Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual.  
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B. Definisi Operasional 
1. Metode Istinbāṭ  
Metode Istinbāṭ (pemahaman, penggalian, dan perumusan). 14  Kata 
istinbāṭ bila dihubungkan  dengan hukum seperti yang dijelaskan oleh 
Muhammad bin Ali al-Fayyuni adalah upaya menarik hukum dari al-Qur‟an 
dan as-Sunah dengan jalan ijtihad.
15
 
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
Fatwa adalah sebagai suatu pendapat hukum Islam yang diberikan 
oleh orang ahli hukum Islam sebagai jawaban atas suatu pertanyaan.
16
  MUI 
merupakan wadah musyawarah ulama, zu‟ama dan cendikiawan muslim serta 
menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. MUI adalah lembaga 
paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial 
keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat luas.
17
 
3. Hak Kekayaan Intelektual 
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu 
benda yang bersumber dari hasil kerja otak.
18
 
 
C. Rumusan Masalah  
Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis mengemukakan rumusan 
masalah yaitu Bagaimana Metode Istinbāṭ Fatwa MUI No 
                                                             
14
 Asrorun Ni‟am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: 
Emir, 2016), hlm. 55. 
15
 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushu>l Fiqh:Metode Istinbāṭ dan Istidlal (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya Offset, 2014). 
16 Muhammad Suraji, Fatwa Hukum Islam (t.k:t.p, t.t), hlm. 2. 
17
 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (t.k: Erlangga, 2015), hlm. 7. 
18
 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: 
PT RajaGrafindo, 1997), hlm. 10. 
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1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI)? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
Tujuan penelitian ini diharapkan penulis mampu mengkaji dan 
memberi jawaban secara jelas dari permasalahan diatas, yaitu: untuk 
mengetahui Metode Istinbāṭ Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
2. Kegunaan   Penelitian  
b. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana dan 
khazanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum 
Islam. 
c. Menjawab permasalahan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. 
d. Diharapkan dapat menjadi media pembangunan keilmuan pada wilayah 
hukum Islam. 
e. Memberikan kontribusi bagi siapapun yang akan mengkaji pemikiran 
Islam. 
f. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum 
Ekonomi Syari‟ah Fakultas Syari‟ah. 
g. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Metode Istinbāṭ 
Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI). 
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E. Kajian Pustaka 
Terdapat beberapa buku dan karya ilmiah membahas tentang hak cipta, 
maka dalam kajian pustaka ini, penulis menelaah beberapa buku dan literatur 
yang membahas masalah hak kekayaan itelektual. Yakni: 
Skripsi yang disusun oleh Yeni Ulfiyeni, Mahasiswa Muammalah 
Fakultas Syari‟ah UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Fatwa MUI 
tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus terhadap Layanan 
Foto Copy Buku Berhak Cipta),” yang mengemukakan bahwa Pandangan MUI 
mengenai kewenangan pemilik hak cipta atas karya Intelektual yang dimilikinya 
dan hak tersebut dimasukkan dalam golongan harta kekayaan. Sehingga wajib 
untuk dilindungi baik oleh hukum formal maupun hukum Islam sebagai hak 
milik.
19
 
Skripsi yang disusun oleh Ita Nasyithotun Nafisah, Mahasiswi 
Muammalah Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 
“Kajian Kritis terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan Maqa>sid asy-
Syari’ah). Penulis ini menyimpulkan bahwa maqa>sid asy- yari’ah melihat kedua 
aspek yakni perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta pembatasan di 
dalamnya sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan.
20
 
Skripsi yang disusun oleh Much Fatir Asyari, Mahasiswi Hukum 
Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah IAIN Surakarta yang berjudul Metode Istinbāṭ 
Hukum MUI tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Harta 
Warisan (Studi Analisis Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang 
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penulis ini menyimpulkan bahwa 
asas kemanfaatan HKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa 
                                                             
19
 Yeni Ulfiyeni, “Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
(Studi Kasus terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)”, (Semarang: UIN Walisongo, 2011). 
20
 Ita Nasyithotun Nafisah, “Kajian Kritis terhadap Hak Kekayaan Intelektual: Tinjauan 
Maqasid asy-Syari‟ah”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016). 
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bentuk Royalty, yang menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan 
benda itu sendiri sebagai harta benda peninggalan warisan.
21
 
Jurnal Yurisita Vol. 4 No. 3 September-Desember 2015, yang membahas 
tentang Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual (Study Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan 
DVD). Dalam jurnal dijelaskan tentang perlindungan hukum hak cipta dalam 
perjanjian Internasional dan hukum positif Indonesia, dimana perlindungan hak 
cipta tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting baik nasional maupun 
internasional.
22
 
Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Devi Rahayu dengan judul “Perlindungan 
Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura”, yang 
menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat 
khususnya industri kecil menengah terhadap hak cipta dilihat dari pengakuan 
masyarakat atas kepemilikan bersama terhadap hak cipta motif batik 
Tanjungbumi.
23
  
Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sejauh pengetahuan penulis 
belum ada yang membahas  tentang metode Istinbāṭ  Fatwa MUI No 1/Munas 
VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 
Dalam penelitian ini penulis fokus mengkaji tentang metode Istinbāṭ  Fatwa MUI 
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Adapun yang 
membedakan dengan skripsi yang sebelumnya adalah objek kajiannya.  
 
                                                             
21 Much Fatir Asyari,”Metode Istinbāṭ Hukum MUI tentang Hak atas Kekayaan Intelektual 
(HKI) sebagai Objek Harta Warisan (Studi Analisis Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”, (Surakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017). 
22
 Yuristisia. 2015. “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual” ( tudi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). Jurnal vol. 4 
No. 3, diakses pada 27 Mei 2018. 
23
 Devi Rahayu.2011. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi 
Madura”. Jurnal Vol. 23 No. 1, diakses pada 29 Mei 2018. 
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F. Metode penelitian 
Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, 
maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan 
dengan judul di atas: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah jenis 
penelitian kepustakaan (library reseach) yang berarti penelitian yang 
dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan), baik berupa 
buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.
24
 
Karena yang dijadikan objek penelitian adalah fatwa MUI, di mana  MUI 
merupakan wadah musyawarah para ulama, cendikiawan muslim serta 
menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia  
2. Sumber Data 
Karena penelitian ini adalah library reseach maka sumber data yang 
digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mengkaji, menganalisis, serta 
menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, fatwa, tulisan atau sumber 
tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan ini: 
a. Sumber data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama.
25
 Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah 
Fatwa MUI No. /MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual. 
                                                             
24
 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 
hlm. 5. 
25
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press,1981), hlm. 12. 
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b. Sumber data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 
Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan 
penelitian terdahulu.
26
 Peneliti mengambil data ini sebagai pendukung 
yang berhubungan dengan penelitian, data ini peneliti ambil dari kitab-
kitab, buku-buku, artikel, internet, Undang-undang, jurnal dan sumber 
lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam 
skripsi ini. 
Adapun data-data sekunder ini meliputi: kitab al-Fiqh al-Islami> Wa 
Adilatuhu karya Wahbah al-Zuh}aili, buku usul fiqh, kaidah-kaidah fikih 
karangan A. Djazuli dan buku-buku yang berkaitan dengan HKI. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas 
masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu data dokumen dan literatur 
yang berupa buku-buku, transkip, catatan, majalah, surat kabar, tulisan, fatwa 
MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual, dan lain-lain. Dokumen merupakan 
catatan peristiwa yang sudah berlalu.
27
 Dokumen bisa berbentuk tulisan, 
gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan literatur adalah 
                                                             
 
26
 Iqbal Hasan, Anaisis data Penelitian dengan Statistik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 
hlm. 19. 
27
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 
2014), hlm. 240. 
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cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang 
telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya.
28
 
4. Metode Analisis Data 
Dalam metode analisis data diolah dengan sedemikian rupa, dengan 
menggunakan teori dan metode dalam rangka memperoleh temuan-temuan 
baru dengan kalimat lain, sebagai tujuan utama penelitian temuan baru 
dihasilkan melalui analisis data.
29
 
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode 
Content Analisys. Metode Content Analisys adalah analisis isi atau kajian 
isi.
30
 Analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai metodologi 
penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik 
kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen..
31
 Dengan metode 
ini penulis gunakan untuk menganalisis tentang Fatwa MUI 
NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektualuntuk 
menguraikan isi dari leteratur-literatur dan data-data yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah 
mendeskripsikan, menganalisa yang terkait dengan masalah di atas baik yang 
berkaitan dengan  pendapat maupun dasar hukum yang dipakai. 
 
                                                             
28
 Iqbal Hasan, Anaisis data Penelitian dengan Statistik, hlm. 24. 
29
 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora 
pada Umumnya ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 301. 
30
  Hadiri Nawawi, Metode Penelitian Bidang sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 2003), hlm. 68. 
31
 Soejono dan Abdurrahman, Metodologi Penelitian Suatu Penerapan (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1999), hlm. 13. 
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G. Sistematika Pembahasan  
Untuk memudahkan penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan 
penelitian ini penulis membagikan kelompokan dalam V bab. Yang masing-
masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika 
pembahasan ini adalah sebagai berikut:  
BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum untuk 
memberikan pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan. Dalam 
bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika 
pembahasan. Diharapkan dengan adanya pembahasan tersebut dapat memebrikan 
gambaran singkat tentang konsep skripsi ini dan pada akhirnya dapat ditemukan 
permasalahan yang ingin dibahas. 
BAB II: Fatwa, Hak Kekayaan Intelektual, Konsep al-māl dan konsep al-
huqūq dalam hukum Islam , bab ini merupakan pemaparan secara umum sebagai 
landasan teori yang meliputi beberapa sub bab. Konsep al-māl dalam hukum 
Islam yang mencakup HKI sebaagai huqūq māliyyah (harta) dan Konsep al-
huqūq dalam hukum Islam meliputi, Pengertian Hak Milik, Dasar Hukum Hak 
Milik dan Sebab-sebab Kepemilikan dalam Hukum Islam. 
BAB III: Merupakan Pembahasan Tentang Fatwa MUI No. 
1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual. Didalamnya  
membahas mengenai profil lembaga MUI, Analisis Latar Belakang Lahirnya 
Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual  dan Fatwa MUI tentang HKI . 
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BAB IV: merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang menjelaskan 
tentang analisis metode istinbāṭ fatwa No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang 
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi: analisis hukum tentang 
HKI dipandang sebagai salah satu huqūq māliyyah yang mendapatkan 
perlindungan hukum Islam, analisis hukum tentang HKI dapat dijadikan objek 
akad al-mā’qud’alaih, dan metode istinbāṭ hukum tentang HKI terhadap 
haramnya segala bentuk pelanggaran HKI. 
BAB V: Penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 
pembahasan dari Bab I sampai Bab IV. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 
pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi kesimpulan dan 
saran. 
Disamping kelima bab pembahasan skripsi yang telah digambarkan di 
atas, pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-
lampiran serta daftar riwayat hidup. 
 79 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang  
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa metode istinbāṭ MUI yang digunakan untuk memutuskan fatwa 
HKI adalah: 
Fatwa MUI tentang HKI dipandang sebagai salah satu H{uqūq Māliyyah yang 
mendapatkan perlindungan hukum Islam. Metode istinbāṭ yang yakni menggunakan 
metode istinbāṭ bayānī (analisis kebahasaan), dengan pendekatan qauli. Rujukan 
yang dipakai oleh MUI dalam fatwanya yakni pada hal Memperhatikan pada poin 
kedua dan mengutip dari pendapat ulama dan Wahbah al-Zuh}aili>, yang berkenaan 
dengan hak kepengarangan (haqq al-ta’lif), yang mana hak kepengarangan tersebut 
termasuk dalam kategori HKI. Dan HKI dapat dijadikan objek akad (al-Ma’qu>d 
’alaih) rujukan yang dipakai MUI yakni pada hal Memperhatikan poin pertama 
yakni Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islāmi> nomor 43 (5/5) Mu’tamar V tahun 1409 
H/ 1988 M tentang al-Huqūq al-Ma’na iyyah. Yang mana HKI yang dapat dijadikan 
objek akad disini adalah Hak yang berhubungan dengan harta dan manfaatnya. 
Dalam analisis selanjutnya metode istinbāṭ yang digunakan oleh MUI dalam 
menetapkan fatwanya menggunakan metode istinbāṭ bayānī, yaitu dipergunakan 
untuk menjelaskan teks al-Qur‟an dan hadis dalam menetapkan hukum dengan 
menggunakan analisis kebahasaan. Yang mana MUI mencantumkan dalil-dalil yang 
berupa ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis-hadis mengenai tentang larangan-larangan 
memakan harta orang lain secara bathil, larangan merugikan manusia pada hak-
haknya. Yang mana ayat tersebut menggunakan  ًهوَلا yang terdapat dalam kaidah 
fiqh, oleh karena itu maka bisa diterapkan untuk memberikan kesimpulan hukum 
bahwa larangan-larangan yang ada pada ًهوَلا menunjukkan hukum haram. 
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B. Saran-saran 
Berdasarkan kajian dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dan 
dirumuskan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Penelitian-penelitian terhadap sumber hukum MUI atau fatwa-fatwa yang lain 
masih belum banyak dilakukan untuk memberikan wawasan secara luas atau 
akademik untuk mentelaah lebih dalam kajian tentang Hak Kekayaan 
Intelektual kepada kalangan praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat, 
maka perlu dilakukan lagi penelitian-penelitian yang serupa. 
2. MUI dalam memberikan fatwa-fatwa lebih hati-hati dalam memilah dan 
memilih dasar hukum ketika mengutip kepada pendapat para ulama. Selain 
itu juga dalam penentuan dasar hukum tersebut dijelaskan rinci.  
 
C. Kata Penutup 
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
kesehatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih saya 
ucapkan kepada seluruh pihak yaitu orang tua, teman-teman yang telah 
memberikan semangat dan dukungan kepada saya. Tidak lupa juga saya ucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya yang selalu 
memberikan masukan dan kritik yang membangun dalam menyusun skripsi ini. 
Kepada pembaca, sekiranya skripsi ini masih banyak kekurangan mohon 
untuk dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saran dan kritik 
yang membangun dari pembaca akan sangat membantu saya untuk mengoreksi 
skripsi saya ini. Terimakasih. 
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